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ABSTRAK 

 

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) 

DALAM MEMPERKUAT JAMINAN PENDIDIKAN BAGI 

MASYARAKAT DESA GADINGREJO  

KABUPATEN PRINGSEWU 

 

OLEH 

MUTIA IRENE SITUMORANG 

 

Kartu Indonesia Pintar yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya akan efektif 

dan sesuai dengan tujuannya apabila masyarakat memanfaatkan fasilitas yang 

telah diberikan dengan cara menggunakan dana KIP ini dengan baik. Oleh karena 

itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis efektivitas 

penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam memperkuat jaminan pendidikan 

bagi masyarakat Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Adapun metode 

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 37 orang. Analisis data 

menggunakan teknik analisis presentase dan teknik pengumpulan data 

menggunakan angket.  

 

Hasil penelitian efektivitas penggunaan Kartu Indonesia Pintar dalam memperkuat 

jaminan pendidikan bagi masyarakat Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu 

berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa rata-rata persentase responden 

menggunakan kartu indonesia pintar dalam memperkuat jaminan pendidikan 

sebanyak 56%. Hal ini menunjukkan bahwa Efektivitas Penggunaan Kartu 

Indonesia Pintar (KIP) dalam Memperkuat Jaminan Pendidikan termasuk dalam 

kategori efektifyang berarti responden penerima Kartu Indonesia Pintar sudah 

efektif dalam menggunakannya yaitu untuk memperkuat jaminan pendidikan dan 

diharapkan dengan itu dapat memperbaiki pendidikan di Desa Gadingrejo 

Kabupaten Pringsewu dan mengurangi angka putus sekolah. 

Kata Kunci: efektivitas, kartu indonesia pintar, pendidikan  
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ABSTRACT 

 

THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF THE KARTU INDONESIA 

PINTAR (KIP) INSTRENGTHENING EDUCATION GUARANTEES 

FOR THE PEOPLE OF GADINGREJO VILLAGE, PRINGSEWU 

REGENCY  

 

By 

MUTIA IRENE SITUMORANG 

 

Kartu Indonesia Pintar issued by the goverment will certainly be effective and in 

accordance with their objectives if the community takes advantage of the facilities 

that have been provided by using these KIP funds properly. Therefore, this study 

was conducted with the aim of analyzig the effectiveness of using the Kartu 

Indonesia Pintar (KIP) in strengthening education guarantees for the people of 

Gadingrejo Village, Pringsewu Regency. As for the research method used is a 

descriptive method with a quantitative approach. The ample in this study were 37 

people. Data analysis using percentage analysis techniues and data colletion 

techniques using questionnaires. 

 

The results of research on the effectiveness of using the Kartu Indonesia Pintar in 

strengthening education guarantees for the people of Gadingrejo village, 

Pringsewu Regency, based on the result of the analysis, t was found that the 

average percentage of repondents using Kartu Indonesia Pintar in strengthening 

education guarantees was 51%. This shows that the effectiveness of the use of 

Kartu Indonesia Pintar (KIP) strengthening education guarantees is included in the 

effective caegory which means that respondents who receive Kartu Indonesia 

Pintar have been effective in using them, namely strengthening education 

guarantees and it is hoped that with that it can improve education in Gadingrejo 

village, Pringsewu Regency and reduce dropout rate.  

Keywords: effectiveness, smart indonesia card, education
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan aspek penting yang dianggap dapat meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia agar ia mampu bersaing dengan manusia lain 

dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan merupakan salah satu sektor 

penting dalam pembangunan di setiap negara karena ia memberikan kontribusi 

yang signifikan dalam upaya mencapai kemajuan bangsa di berbagai aspek 

kehidupan, seperti: ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Menurut Undang-

Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.” 

 

Berdasarkan UU Sisdiknas tersebut diharapkan pendidikan menjadi landasan 

kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan. 

Pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan 

faktor penentu suatu bangsa untuk bisa memenangkan kompetisi global. 

Pemerintah menetapkan pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam 

agenda utama pembangunan nasional seperti termuat di dalam dokumen 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 

dengan mengeluarkan Program Indonesia Pintar (PIP) dan diimplementasikan 
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dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP). Upaya tersebut dilakukan 

pemerintah guna menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak setiap warga 

negara dalam memperoleh layanan pendidikan. 

 

Upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 

masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan melalui program Kartu 

Indonesia Pintar. Program tersebut diharapkan dapat membangun generasi 

yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang 

layak. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar merupakan program pemerintah yang 

diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak 

ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena 

kesulitan biaya.  

 

Kartu Indonesia Pintar sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa yang berasal dari 

keluarga kurang mampu/miskin, karena siswa-siswa yang berasal dari keluarga 

miskin sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah. Hal ini 

disebabkan karena keadaan perekonomian keluarga siswa yang kurang 

mendukung, sehingga siswa tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah dan 

memilih bekerja. Tujuan dari program Kartu Indonesia Pintar tersebut adalah 

untuk membantu siswa miskin memperoleh pendidikan yang layak, mencegah 

anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan 

ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah 

seperti biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, 

dan uang saku. Adanya Program Kartu Indonesia Pintar diharapkan tidak ada 

lagi siswa yang putus sekolah dengan alasan kurangnya biaya. 

 

Setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan dalam mengakses 

pendidikan. Undang-Undang juga memberi amanat kepada negara untuk 

menjamin terselenggaranya sistem pendidikan yang adil dan merata bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (18) menyatakan “Wajib belajar adalah 

program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia 

atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”.  
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Pemerataan pendidikan di tanah air tanpa adanya diskriminasi ini mencakup 

dua aspek penting yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan 

dan keadilan dalam mengenyam pendidikan. Akses terhadap pendidikan yang 

merata berarti semua penduduk usia sekolah telah mendapatkan kesempatan 

yang sama dan adil. Program pendidikan tersebut seyogyanya dijadikan acuan 

dalam memberikan layanan pendidikan nasional karena semua warga negara 

Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, namun belum semua warga negara 

Indonesia mampu mengakses pendidikan sehingga tujuan pemerintah dalam 

penyelenggaraan wajib belajar tersebut belum sepenuhnya tercapai. Kendala 

dalam penyelenggaraan program wajib belajar tersebut salah satunya didasari 

oleh faktor ekonomi.  

 

Faktor ekonomi menjadi suatu masalah penting dalam pendidikan dimana 

orangtua tidak mampu menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi 

dengan alasan keterbatasan ekonomi. Banyak anak yang tak dapat mengenyam 

pendidikan karena biaya yang sangat tinggi. Salah satu alasan rendahnya 

tingkat pendidikan di Indonesia adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya 

langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik.  

 

Biaya langsung yang ditanggung peserta didik antara lain iuran sekolah, buku, 

seragam dan alat tulis, sedangkan biaya tidak langsung yang ditanggung oleh 

peserta didik antara lain biaya transportasi, uang saku, kursus dan biaya 

lainnya. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka 

tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah. Berikut ini adalah data anak 

putus sekolah di Indonesia dan Lampung berdasarkan dengan data statistik 

pendidikan 2018: 

 

Tabel 1.1 Persentase Angka Putus Sekolah  

Tempat SD SMP SMA 

Indonesia 

Lampung 

0,51 

0,49 

1,67 

1,09 

2,94 

2,29 

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018 
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Renstra Kemendikbud memiliki target angka putus sekolah hanya sebesar satu 

persen pada masing-masing jenjang pendidikan (SD/SMP/SMA). Jenjang 

pendidikan SD sudah mencapai target dengan kurang dari satu persen yaitu 

sebesar (0,51 persen), sementara angka putus sekolah SMP maupun SMA 

masih belum dapat mencapai target tersebut dengan persentase lebih dari satu 

persen yaitu sebesar (1,67 persen dan 2,94 persen). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin besar angka putus 

sekolah. 

 

Praktek program wajib belajar 12 tahun belum terlaksana dengan baik dilihat 

dari tinginya angka putus sekolah. Banyak kendala untuk memajukan 

pendidikan di negeri ini salah satunya adalah faktor ekonomi atau kemiskinan 

yang kurang mendukung dan menjauhkan masyarakat dalam menjangkau 

pendidikan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 menyebutkan bahwa 

“Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang 

yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan 

mengembangkan kehidupan yang bermartabat”.  

 

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia terlihat dari kemampuan pendapatan 

masyarakat yang rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, 

pangan dan papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan 

berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup 

rata-rata salah satunya standar pendidikan. Berikut ini adalah data penduduk 

miskin di Indonesia dan Lampung beserta persentasenya: 

 
Tabel 1.2Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia dan 

Lampung, Maret 2014-Maret 2019 

 Tahun Jumlah Orang Persentase 

Indonesia  

 

 

Lampung 

2017 September 

2018 September 

2019 Maret 

2018 September 

2019 Maret 

26,58 (juta) 

25,67 (juta) 

25,14 (juta) 

1.091,60 (ribu) 

1.063,66 (ribu) 

10,12 

9,66 

9,41 

13,01 

12, 62 

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019. 
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Kemiskinan merupakan masalah yang sangat rumit dan memberikan dampak 

berbagai bidang khususnya pendidikan. Kemiskinan dan pendidikan adalah dua 

aspek yang memiliki kaitan sangat erat apabila digabungkan dengan 

kesejahteraan yang ada di masyarakat.  

 

Kemiskinan menyebabkan terbatasnya masyarakat untuk mengakses 

pendidikan, sedangkan pendidikan bertujuan untuk membantu masyarakat 

keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka hadapi. Undang-Undang Dasar 

1945 Pasal 34 ayat (1) telah menjamin bahwa “Fakir miskin dan anak-anak 

terlantar dipelihara oleh Negara”. Kemiskinan inilah yang menjadi salah satu 

penyebab pemerataan pendidikan kurang terlaksana dan sebagai salah satu isu 

masalah pendidikan di Indonesia.  

 

Penanggulangan kemiskinan terhadap fakir miskin juga tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 

dalam Pasal 7 Ayat (1) “Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk: 

pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan 

pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan 

pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, bantuan hukum, 

dan pelayanan sosial”.  

 

Pasal-pasal tersebut menjelaskan akan hak-hak setiap warga negara dan 

bagaimana kewajiban negara terhadap masyarakatnya. Mengimplementasikan 

pasal tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai jenis kebijakan untuk 

memutus rantai kemiskinan diantaranya program penanggulangan kemiskinan 

seperti Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan 

(PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM) 

dan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan bentuk Kartu Indonesia Pintar 

(KIP). 

 

Selain progam BLT, PKH, BOS dan BSM upaya pemerintah untuk mengatasi 

masalah kemiskinan dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 

masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan adalah dengan mengeluarkan 

Progam Indonesia Pintar (PIP). Kebijakan Progam Indonesia Pintar 
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diluncurkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 

 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 1 “Program Indonesia Pintar yang selanjutnya 

disebut PIP adalah bantuan pendidikan berupa uang tunai dari pemerintah yang 

diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan atau kurang 

mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran 

dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM).” 

 

Progam Indonesia Pintar ini diwujudkan dengan pemberian Kartu Indonesia 

Pintar yang selanjutnya disebut (KIP) kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) 

dari keluarga tidak mampu atau keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial 

(KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/identitas untuk 

mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar (PIP). Mereka yang 

memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) berasal dari tingkat SD sampai SMA 

sederajat dan Lembaga kursus atau pelatihan. 

 

Sasaran Penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Tahun Anggaran 

(TA) 2019 untuk dua kementerian sekitar 20,1 juta anak. Kemendikbud 

mengelola sebanyak 17.927.308 anak dan Kemenag (Direktorat Jenderal 

Pendidikan Islam) mengelola sebanyak 2.203.285 anak, yang terdiri dari 

2.005.902 peserta didik di madrasah dan 188.832 peserta didik di satuan 

pendidikan keagamaan Islam.  

 

Program pemerintah tersebut merupakan salah satu cara untuk menanggulangi 

kemiskinan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui bekal 

pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat 

menempuh pendidikan dengan mudah agar anak-anak usia sekolah dari 

keluarga miskin terjamin haknya untuk memperoleh pendidikan sampai 

sekolah menengah atas dengan layak, mencegah anak putus sekolah, serta 

untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka.  
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Dana bantuan yang diberikan berbeda pada masing-masing jenjang pendidikan, 

pada siswa SD mendapatkan dana sebesar Rp. 225.000 pada tiap semester, 

siswa SMP mendapatkan dana sebesar Rp. 375.000, selanjutnya siswa SMA 

Rp. 500.000 tiap semester. Dana tersebut diberikan kepada siswa penerima KIP 

tiap semester atau dua kali dalam satu tahun. Fungsi dari dana KIP adalah 

pembelian buku dan alat tulis sekolah, pembelian pakaian/seragam dan alat 

perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll), biaya transportasi ke sekolah, uang 

saku siswa/ iuran bulanan siswa, biaya kursus/les tambahan, keperluan lain 

yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah/madrasah. Dana KIP 

tidak diperkenankan untuk hal-hal yang diluar pendidikan, seperti judi, 

narkoba, miras dan tindakan negatif lainnya.  

 

Kartu Indonesia Pintar yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya akan efektif 

dan sesuai dengan tujuannya apabila masyarakat memanfaatkan fasilitas yang 

telah diberikan dengan cara menggunakan dana KIP ini dengan baik. 

Pemerintah juga berharap KIP mampu membantu masyarakat yang tidak 

mampu dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka agar dapat 

membangun generasi yang unggul dan mendapatkan layanan pendidikan yang 

layak.  

 

Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo sebagai penerima KIP berjumlah 

185 anak yang terdiri dari siswa jenjang pendidikan SD sampai dengan 

SMA/SMK sederajat. Kelurahan Gadingrejo sendiri memiliki 5 Dusun yang 

terdiri dari 16 RT dengan jumlah penduduk 12.341 jiwa. Berikut data 

mengenai penerima Kartu Indonesia Pintar di Desa Gadingrejo: 
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Tabel 1.3 Data Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Desa 

Gadingrejo Berdasarkan Jenjang Pendidikan  

 

Dusun 

TINGKAT PENDIDIKAN  Jumlah Penerima 

(Orang) SD SMP SMA/MK 

Dusun 4 

Dusun 5 

Dusun 6  

Dusun 7 

Dusun 8 

2 

18 

25 

21 

9 

2 

22 

7 

14 

5 

8 

27 

5 

20 

12 

12 

67 

25 

55 

26 

Jumlah 75 50 72 185 

Sumber : Data Sekunder Kelurahan Gadingrejo Tahun 2019 

 

Hasil wawancara dengan salah satu orangtua siswa penerima manfaat KIP di 

desa Gadingrejo bahwa dana bantuan yang didapat sangat bermanfaat karena 

uang tersebut digunakan untuk membeli alat-alat sekolah seperti buku tulis dan 

juga seragam sekolah saat kenaikan kelas adapula orangtua siswa penerima 

manfaat KIP yang menggunakan dana tersebut diluar keperluan sekolah karena 

merasa keperluan sekolah sudah terpenuhi maka dari itu dana KIP tersebut 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Berdasarkan hasil 

pengamatan yang dilakukan bahwa ada beberapa siswa yang mampu tetapi 

mendapatkan KIP hal tersebut berbanding terbalik dengan adanya beberapa 

siswa yang tidak mampu tetapi tidak mendapatkan KIP. 

 

Berdasarkan data dan fakta uraian di atas maka dapat disimpulkan masih 

terdapat beberapa permasalahan terkait penggunaan KIP yang diberikan 

pemerintah melalui Program Indonesia Pintar. Mengingat pentingnya 

penggunaan dana manfaat KIP agar sesuai dengan tujuan pemerintah dalam 

upaya memberantas kemiskinan dan meningkatkan taraf kesejahteraan hidup 

masyarakat dan juga sebagai upaya penguatan jaminan akan pendidikan 

sehingga diperlukan upaya penggunaan dana manfaat KIP yang efektif dan 

efisien untuk mencapai sebuah tujuan. Berdasarkan hal tersebut, maka 

diperlukan suatu penelitian tentang Efektivitas Penggunaan Kartu Indonesia 



9 
 

 

Pintar (KIP) dalam Memperkuat Jaminan Pendidikan Bagi Masyarakat Desa 

Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasikan masalah 

sebagai berikut: 

1. Tingginya angka anak putus sekolah di Indonesia dan Lampung berdasarkan 

Badan Pusat Statistik. 

2. Kemiskinan masih menjadi salah satu faktor penghambat anak untuk 

menempuh pendidikan di Indonesia. 

3. Masyarakat penerima Kartu Indonesia Pintar di Desa Gading Rejo masih 

ada yang tidak tepat sasaran. 

4. Kurangnya kuota Kartu Indonesia Pintar untuk masyarakat Desa Gading 

Rejo. 

5. Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang didapat masyarakat belum digunakan 

dengan sebagaimana mestinya. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 

dipaparkan maka dalam penelitian ini peneliti akan membatasi masalahnya 

pada Efektivitas Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Memperkuat 

Jaminan Pendidikan Bagi Masyarakat Desa Gading Rejo Kabupaten 

Pringsewu. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah tersebut 

maka dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian ini adalah 

“Bagaimanakah Efektivitas Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam 

Memperkuat Jaminan Pendidikan Bagi Masyarakat Desa Gading Rejo 

Kabupaten Pringsewu?” 
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Efektivitas 

Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Memperkuat Jaminan 

Pendidikan Bagi Masyarakat Desa Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk memperkaya dan menerapkan 

konsep-konsep ilmu pendidikan khususnya pendidikan pancasila dan 

kewarganegaraan yang mengkaji tentang pendidikan politik dan kenegaraan 

karena berkaitan dengan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan 

dan jaminan sosial. 

 

2. Secara Praktis 

a. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan 

masukan bagi masyarakat, agar berperan aktif dan mendukung kebijakan 

pemerintah sehingga tercipta peningkatan pendidikan yang dapat 

membangun daerahnya agar menjadi penduduk yang berkualitas dan 

lebih baik serta menjadikan masyarakat yang peduli, kritis, serta sadar 

hukum. 

b. Bagi calon guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, penelitian 

ini dapat dijadikan bacaan dan bahan ajar mengenai politik dan 

kenegaraan untuk disampaikan kepada peserta didik saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

c. Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi pemerintah untuk 

melakukan upaya mengefektifkan penggunaan Kartu Indonesia Pintar 

agar sesuai dengan aturan serta tujuan pemerintah yang telah ditetapkan 

dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kuota 

penerima Kartu Indoensia Pintar (KIP) agar terwujudnya kesejahteraan 

bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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G. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang Lingkup Ilmu 

Penelitian ini termasuk ruang lingkup penerapan ilmu pendidikan khususnya 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kajian politik dan 

kenegaraan mengenai kebijakan pemerintah karena membahas tentang 

Efektivitas Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Memperkuat 

Jaminan Pendidikan Bagi Masyarakat Desa Gading Rejo Kabupaten 

Pringsewu. 

 

2. Subjek Penelitian 

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini ialah masyarakat penerima Kartu 

Indonesia Pintar di Desa Gading Rejo. 

 

3. Objek Penelitian 

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini ialah Penggunaan Kartu Indonesia 

Pintar (KIP). 

 

4. Tempat Penelitian 

Ruang lingkup lokasi dalam penelitian ini terletak di Desa Gading Rejo 

Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. 

 

5. Waktu Penelitian 

Ruang lingkup waktu penelitian ini adalah penelitian ini dilaksanakan sejak 

dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tanggal 2 Oktober 

2019 dengan nomor 7657/UN26.13/PN.01.00/2019. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Tinjauan Tentang Efektivitas 

Efektivitas yang berasal dari kata efektif adalah suatu cara untuk mengukur 

sejauhmana program tersebut dapat berjalan guna mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program 

merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Menurut 

Mardiasmo dalam Sumenge (2013: 1) “Efektifitas pada dasarnya 

berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna)”. 

Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai 

tujuan dan sasaran akhir kebijakan. 

 

a) Pengertian Efektivitas 

Efektivitas adalah taraf tercapainya satu tujuan yang telah ditetapkan, 

Salim dalam Molaga (2015: 4) mengatakan bahwa“Efektivitas adalah 

adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran 

yang dituju dan bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan 

memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan 

operasional”. Menurut Gie dalam Budiani (2009:2) “Efektivitas adalah 

suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang 

melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang 

dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila 

menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang 

dikehendaki sebelumnya”. Sesuai dengan definisi yang sudah dipaparkan 

beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas ialah 

adanya hasil dari sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas 
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adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan 

memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan 

operasional, jadi dapat dikatakan efektif jika suatu program atau tujuan 

maupun tugas dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik.  

 

b) Ukuran Efektivitas 

Efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauhmana 

program tersebut dapat berjalan guna mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Menurut Jones dalam Ponto (2016:3), program 

adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Keefektifan suatu 

program dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, maka ukuran efektivitas 

menjadi acuan dalam melakukan analisis suatu kegiatan atau program 

yang telah terlaksana. Efektivitas suatu program dapat diukur dengan 

cara menggunakan berbagai indikator berdasarkan konsep dan teori yang 

ada.  

 

Tercapainya tingkat efektivitas yang tinggi perlu memperhatikan kriteria 

pengukuran efektivitas adapun menurut Budiani dalam Pratiwi (2017: 3) 

menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan 

dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut: 

a. Ketepatan Sasaran Program, pemahaman program dalam hal ini 

sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah 

ditentuan sebelumnya 

b. Sosialisasi Program, kemampuan penyelenggaraan program dalam 

melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai 

pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada 

umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. 

c. Tujuan Program, sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan 

program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

d. Pemantauan Program, kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan 

program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. 
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Unsur-unsur yang dapat digunakan untuk mengukur suatu efektivitas 

menurut Sutrisno dalam Jannah (2016: 4) mengidentifikasi hasil studi 

para ahli mengenai ukuran efektivitas program didalam sebuah 

organisasi, yaitu: 

a. Pemahaman program: dilihat sejauhmana masyarakat dapat 

memahami kegiatan program.  

b. Tepat sasaran: dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi 

kenyataan.  

c. Tepat waktu: dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan 

program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan 

yang diharapkan sebelumnya.  

d. Tercapainya tujuan: diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang 

telah dijalankan. 

e. Perubahan nyata: diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut 

memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan yang nyata bagi 

masyarakat ditempat. 

 

Berdasarkan definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah 

dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah 

suatu ukuran mengenai keseluruhan proses dan hasil dari pelaksanaan 

suatu program atau kegiatan, yang dapat memaparkan capaian dari tujuan 

yang telah ditetapkan dan sebagai ukuran keberhasilan dan evaluasi suatu 

program atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Peneliti menegaskan 

bahwa dalam rencana penelitian ini menggunakan teori Sutrisno dalam 

Jannah (2016: 4) dalam pengukuran efektivitas, yaitu: 

1) Pemahaman program  

2) Tepat sasaran 

3) Tepat waktu 

4) Tercapainya tujuan  

5) Perubahan nyata 
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c) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas 

Efektivitas merupakan suatu pencapaian dari kegiatan sesuai dengan 

yang telah direncanakan. Efektivitas organisasi dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, Steers (1985: 209) mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu:  

a. Karakteristik Organisasi, struktur dan teknologi organisasi dapat 

mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas. 

b. Karakteristik Lingkungan, faktor pengaruh lingkungan dapat dilihat 

dari dua aspek yaitu lingkungan luar dan lingkungan dalam. 

c. Karakteristik Pekerja, para pekerja merupakan faktor yang paling 

berpengaruh terhadap efektivitas, jadi harus dapat mengintegrasikan 

tujuan individu dengan tujuan organisasi. 

d. Karakteristik Praktek dan Kebijakan Manajemen, kebijakan dan 

praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk 

mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi dan 

harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi 

dan mekanisme kerja saja. 

 

2. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik dan Kebijakan Sosial 

a) Kebijakan Publik 

Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan 

atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Menurut Iskandar dalam 

Ramadhani (2017: 11) “Kebijakan dapat didefinisikan sebagai 

serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk 

bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-

aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi”.  

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Lusiana (2018: 3) “Setiap 

kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan 

jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat 

terwujudkan”. Proses kebijakan harus mampu membantu para pembuat 

kebijakan merumuskan tujuan-tujuannya sebab sebuah kebijakan tanpa 

tujuan tidak memiliki arti, bahkan tidak mustahil akan menimbulkan 

masalah baru. 
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1) Pengertian Kebijakan Publik 

Menurut Thomas R. Dye dalam ``Wibawa (2011: 2) menjelaskan 

bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah 

untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dan apabila pemerintah 

memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya 

(objeknya) karena kebijakan publik itu meliputi semua tindakan 

pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan 

pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Sesuatu yang tidak 

dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara. 

Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh 

pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya 

dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.  

 

Kebijakan Publik menurut David Easton dalam Miftah Thoha 

(2003:62) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah alokasi nilai 

otoritatif untuk seluruh masyarakat, akan tetapi hanya pemerintahlah 

yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan 

semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk 

tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut. 

 

Kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan 

tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan 

menggunakan sarana tertentu dan dalam tahapan waktu tertentu. 

Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya 

menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam 

usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

2) Cakupan Kebijakan Publik 

Kebijakan yang baik dirumuskan berdasarkan masalah dan kebutuhan 

masyarakat. Kebijakan kemudian dapat dilihat sebagai respon atau 

tanggapan resmi terhadap isu atau masalah publik. Menurut Suharto 

(2013: 8) kebijakan publik mencakup: 
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a. Tujuan, kebijakan publik senantiasa menyangkut pencapaian tujuan 

pemerintah melalui penerapan sumber-sumber publik. 

b. Keputusan, pembuatan keputusan-keputusan dan pengujian 

konsekuensi-konsekuensinya. 

c. Struktur, terstruktur dengan para pemain dan langkah-langkahnya 

yang jelas dan terukur. 

d. Tindakan, tindakan yang bersifat politis yang mengekspresikan 

pemilihan program-program prioritas lembaga eksekutif. 

 

3) Tipe Kebijakan Publik 

Kebijakan publik dapat dikelompokkan pada empat tipe, menurut 

Surbakti (1999: 193) empat tipe kebijakan publik tersebut, yaitu: 

a. Kebijakan Regulatif, dibuat untuk mencegah agar individu tidak 

melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan seperti undang-

undang hukum pidana. 

b. Kebijakan Redistributif, dibuat oleh pemerintah dengan tujuan 

dapat meredistribusikan kekayaan untuk mencegah ketimpangan 

dalam masyarakat. 

c. Kebijakan Distributif, kebijakan distributif berarti penggunaan 

anggaran belanja negara untuk memberikan manfaat secara 

langsung kepada individu. 

d. Kebijakan Konstituen, kebijakan konstituen mencakup dua lingkup 

bidang garapan yaitu, urusan keamanan nasional dan luar negeri, 

dan berbagai dinas pelayanan administrasi. 

 

4) Tahap-tahap Kebijakan Publik 

Tahap ialah seperangkat kegiatan dengan tujuan melahirkan suatu 

produk dan dapat diidentifikasi yang memiliki awal dan akhir. Setiap 

tahap terdiri atas sejumlah kegiatan yang menghasilkan suatu produk 

dan setiap produk mempengaruhi tahap berikutnya sampai pada tahap 

akhir. Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn dalam Murdiyana 

(2017: 10)  
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a. Penyusunan Agenda, penyusunan agenda kebijakan seyogyanya 

dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga 

keterlibatan stakeholder. 

b. Formulasi Kebijakan, masalah yang sudah masuk dalam agenda 

kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan dengan 

mencari alternatif terbaik yang berikutnya dijadikan kebijakan 

untuk memecahkan masalah. 

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan, legitimasi bertujuan memberikan 

otorisasi pada proses dasar pemerintahan.  

d. Implementasi Kebijakan, berbagai tujuan kebijakan yang telah 

ditentukan tidak akan tercapai dengan sendirinya tanpa kebijakan 

tersebut diimplementasikan.  

e. Penilaian/Evaluasi Kebijakan, evaluasi kebijakan dapat dikatakan 

sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian 

kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. 

 

b) Kebijakan Sosial  

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. 

Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk 

merespon isu-isu yang bersifat publik, yaitu mengatasi masalah sosial 

atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Kebijakan sosial 

berkaitan erat dengan masalah sosial, karena kebijakan sosial pada 

hakikatnya merupakan respon terhadap masalah sosial yang dilakukan 

melalui pemberian berbagai program pelayanan sosial.  

Kebijakan sosial Menurut Suharto (2013: 10) : 

“Kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh 

pemerintah sebagai upaya untuk meningatkan kualitas hidup 

manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, 

pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial 

lainnya. Kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan), 

kuratif (penyembuhan), dan pengembangan (developmental)”. 
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Selaras dengan yang dikemukakan oleh Suharto bahwa kebijakan sosial 

adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah 

terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial 

(fungsi kuratif), dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi 

pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (state obligation) dalam 

memenuhi hak-hak sosial warganya. Secara garis besar kebijakan sosial 

diwujudkan dalam tiga kategori yakni, peraturan dan perundang-

undangan, program pelayanan sosial dan sistem perpajakan. 

 

Kebijakan sosial sejatinya merupakan kebijakan kesejahteraan, yakni 

kebijakan pemerintah yang secara khusus melibatkan program-program 

pelayanan sosial bagi kelompok-kelompok kurang beruntung, yaitu para 

pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), seperti keluarga miskin, 

anak terlantar, pekerja anak, korban HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba 

dan kelompok-kelompok rentan lainnya, baik secara ekonomi maupun 

psikososial.  

 

Salah satu bentuk kebijakan sosial adalah program pelayanan sosial. 

Pelayanan sosial adalah aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah 

sosial. Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai seperangkat program 

yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang 

mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut 

Suharto (2013: 14) jenis dan cakupan pelayanan sosial ialah: 

1. Jaminan sosial (social security) 

Jaminan sosial didesain untuk menjamin bahwa setiap orang 

sekurang-kurangnya memiliki pendapatan minimum yang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. 

2. Perumahan  

Pelayanan perumahan yang disediakan pemerintah adalah perumahan 

publik atau perumahan sosial. 

3. Kesehatan  
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Pelayanan kesehatan dapat dipandang sebagai aspek penting dalam 

kebijakan sosial. Pelayanan kesehatan publik juga sebagian besar 

diperuntukkan bagi warga kurang mampu.  

4. Pendidikan  

Pelayanan pendidikan dalam konteks kebijakan sosial bukan saja 

ditujukan untuk menyiapkan angkatan kerja, melainkan untuk 

mencapai tujuan sosial dalam arti luas, yakni membebaskan 

masyarakat dari kebodohan dan keterbelakangan. 

5. Pelayanan sosial personal  

Pelayanan sosial personal merupakan salah satu bidang kebijakan 

sosial yang merujuk pada berbagai bentuk perawatan sosial. 

 

3. Kemiskinan dan Beban Ekonomi 

a) Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh negara-

negara yang sedang berkembang di dunia. Kuncoro dalam Bungkaes 

(2013: 1), menegaskan bahwa “Kemiskinan merupakan salah satu 

masalah sentral dalam pembangunan ekonomi, khusus dinegara-negara 

sedang berkembang, -termasuk Indonesia-, karena kelompok orang 

miskin berjumlah besar atau bahan merupakan mayoritas”.  

 

Menurut Tjokrowinoto dalam Indawan (2019:2) yang menyatakan 

bahwa, kemiskinan tidak hanya menyangkut masalah kesejahteraan 

(welfare) semata, tetapi kemiskinan menyangkut persoalan kerentanan 

(vulnerability), ketidak- berdayaan (powerless), tertutupnya akses kepada 

berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya 

untuk konsumsi, angka ketergantungan tinggi, rendahnya akses terhadap 

pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi 

dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

 

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang terus 

berupaya untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan bagi warga 

negaranya. Kemiskinan adalah salah satu masalah sosial yang erat 
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kaitannya dengan kebijaan sosial. Sejarah munculnya kebijakan sosial 

tidak lepas dari hadirnya persoalan kemiskinan, jadi dapat dikatakan 

kemiskinan adalah akar dari masalah sosial. Salah satu langkah nyata 

adalah penerbitan kebijakan pemerintah melalui dokumen peraturan 

perundang-undangan yang mendukung pengentasan kemiskinan yang 

kemudian dituangkan ke dalam program-program pengentasan 

kemiskinan. 

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Fakir 

miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata 

pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak 

mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi 

kehidupan dirinya dan/atau keluarganya”. Selaras dengan pendapat 

Faturchman dalam Muhtar (2018: 7) yang mendefenisikannya sebagai 

“Ketidakmampuan individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi 

kebutuhan dasarnya”.  

 

Scott dalam Safi’i (2011:25) mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut: 

1. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam 

bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non meterial 

yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan didefinisikan 

meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan 

kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. 

2. Kadang-kadang kemiskinan didefinisikan dari segi kurang atau tidak 

memiliki aset-aset seperti: tanah, rumah, peralatan, uang emas, kredit 

dan lain-lain. 

3. Kemiskinan non-material meliputi berbagai macam kebebasan, hak 

untuk memperoleh pekerjaan yang layak, hak atas rumah tangga, dan 

kehidupan yag layak. 

 

Menurut Tondaro Safi’i (2011: 26), kemiskinan dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu: 
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1. Kemiskinan Absolut 

Kemiskinan absolut adalah jumlah masyarakat yang hidup dibawah 

tingkat penghasilan minimum yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Dapat 

disimpulkan kemiskinan didasarkan pada cukup tidaknya jumlah uang 

yang diperoleh untuk memenuhi sejumlah minimum kebutuhan hidup. 

2. Kemiskinan Relatif 

Kemiskinan relatif adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat, 

meskipun tingkat pendapatan sudah mampu mencapai tingkat 

kebutuhan dasar minimum tetapi tetap masih jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Dapat 

disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan miskin apabila 

pendapatannya berada dibawah pendapatan masyarakat rata-rata. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa 

kemiskinan adalah sebagai suatu situasi dan kondisi, baik yang 

merupakan sebagai sebab, proses maupun akibat ketidakmampuan 

individu, keluarga, dan/ atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

 

Menurut Allo dalam Rachman (2018: 16) bahwa kebijakan 

penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terintegrasi, karena 

jika dilakukan secara parsial maka dampak dari program tidak akan 

mencapai tujuannya. Kemiskinan tidak dapat dihapuskan hanya dengan 

perlindungan sosial, karena perlindungan sosial harus diintegrasi dengan 

program penanggulangan kemiskinan yang lain. Menangani masalah 

kemiskinan juga tidak hanya dilakukan oleh satu departemen saja, 

misalkan departemen sosial melainkan harus dilakukan secara sinergis 

sedikitnya oleh departemen sosial, departemen pendidikan nasional, 

departemen kesehatan, dan lain sebagainya.  

 

Perlindungan sosial bagi keluarga miskin, menjadi agenda penting 

pemerintah, dengan diselenggarakannya program bantuan sosial secara 
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komplementaritas dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar keluarga 

miskin, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, dan 

keberlanjutan antar para pemangku kepentingan, baik pusat maupun 

daerah. 

 

b) Beban Ekonomi Keluarga 

Menurut BkkbN, Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang 

terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan 

anaknya atau ibu dan anaknya (Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 52 Tahun 2009). Jumlah jiwa dalam keluarga adalah jumlah 

semua anggota keluarga yang belum berkeluarga, baik yang tinggal 

serumah maupun tidak tinggal serumah. Jumlah seluruh anggota keluarga 

yang menjadi tanggungan dalam rumah tangga dapat memberikan 

indikasi beban rumah tangga yang merupakan tanggung jawab orang tua.  

 

Jumlah anggota keluarga yang banyak menjadi indikasi semakin berat 

beban orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan 

Fakir Miskin Pasal 1 Ayat 3 “Kebutuhan dasar adalah yaitu: kebutuhan 

pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau 

pelayanan sosial”. Salah satu penyebab orangtua tidak dapat memenuhi 

kebutuhan dasar keluarga yaitu dari faktor ekonomi. Orangtua dengan 

pendapatan yang rendah dan tidak memiliki jaminan sosial sulit untuk 

memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya. 

 

4. Pendidikan  

Pendidikan merupakan usaha sadar seseorang dalam meningkatkan kualitas 

diri dan suatu hal yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa dan negara. 

Pendidikan diharapkan dapat membentuk karakter, moral, dan perilaku 

individu untuk menjadi lebih baik.  

a) Pengertian Pendidikan 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa: 
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“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”. 

 

Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuh kembangkan 

potensibawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai 

yang ada dalam masyarakat. Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak 

yang harus dipenuhi sepanjang hayat, tanpa pendidikan mustahil suatu 

kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi 

(cita-cita) untuk maju sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan 

hidup mereka. 

 

b) Tujuan Pendidikan   

Tujuan pendidikan nasional telah dirumuskan melalui Undang-

UndangSisdiknas, ada dua tujuan pendidikan nasional seperti yang 

tersirat didalam UUD 1945, yaitu: 

1. Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. 

2. Pendidikan adalah hak seluruh rakyat. 

 

Pendidikan nasional memiliki tujuan yang jelas seperti yang tercantum 

dalam undang-undang pendidikan bahwa pendidikan nasional bertujuan 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 

seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan, sehat 

jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta 

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Selaras dengan 

pendapat Tilaar (2009:6) yang menyatakan bahwa  

“Tujuan pendidikan nasional dalam rangka ini adalah suatu proses 

pemerdekaan manusia Indonesia. sebagai bangsa yang merdeka dia 

tidak akan hanyut dari arus globalisasi ataupun hanya berpangku 
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tangan dan bersikap masa bodoh terhadap perubahan-perubahan 

yang besar di dalam kehidupan sehari-hari tetapi merupakan 

seorang pribadi yang sadar akan identitasnya sebagai bangsa 

Indonesia” 

 

c) Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) 

Butts dalam Patrick (2001: 48) mengemukakan konsep inti pengetahuan 

kewarganegaraan (civic knowledge) yang dituangkan dalam “Twelve 

Tables of Civism for the Modern American Republic”, konsep ini 

membahas tentang domain pengetahuan kewarganegaraan yang 

mencakup dua belas konsep inti yaitu: keadilan, kebebasan, kesetaraan, 

keragaman, otoritas, privasi, partisipasi, proses hukum, kebenaran, 

kepemilikan, patriotisme dan hak asasi manusia.  

 

Civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan 

kandungan apa atau isi apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. 

Pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) merupakan materi 

substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Civic knowledge pada 

prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara 

berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pengetahuan 

ini bersifat menadasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintah dan 

sistem sosial yang ideal sebagaimana terbingkai dalam khidupan 

berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat 

demokratis serta cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan 

bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat global. 

 

d) Kebijakan Pendidikan  

Kebijakan pendidikan mempunyai makna yang luas dan beragam. 

Kebijakan pendidikan berasal dari ilmu pendidikan yang bersifat teoritis 

dan praktis. Tilaar dan Nugroho (2008:140) mendefinisikan kebijakan 

pendidikan sebagai berikut :  

“Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil 

perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari 
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visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya 

tujuan pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya 

tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu 

tertentu.”  

 

Salah satu jenis kebijakan publik yaitu kebijakan pendidikan. Proses 

pembuatan kebijakan pendidikan tidaklah jauh berbeda dengan proses 

pembuatan kebijakan publik yang dipaparkan oleh William N. Dunn.  

 

e) Jaminan Pendidikan  

Salah satu amanat yang sangat penting dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah pemenuhan 

hak atas pendidikan. Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak 

setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna 

meningkatkan pembangunan dan kualitas hidup bangsa sebagaimana 

tercermin dalam Mukadimah UUD 1945 yang menyebutkan bahwa 

pemerintah Indonesia bertugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Peraturan dan jaminan akan pendidikan terdapat dalam Pasal: 

a. Pasal 31 berbunyi sebagai berikut: 

1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 

2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 

pemerintah wajib membiayainya. 

b. Pasal 28C Ayat (1): “Setiap orang berhak mengembangkan diri 

melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat 

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan 

teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya 

dan demi kesejahteraan umat manusia”.  

c. Pasal 28E Ayat (1):“Setiap orang bebas memeluk agama dan 

beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, 

memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat 

tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak 

kembali”.  
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2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Peraturan dan jaminan akan pendidikan terdapat dalam 

Pasal: 

a. Pasal 1 ayat (18): “Wajib belajar adalah program pendidikan 

minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas 

tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”. 

b. Pasal 5 ayat (1): “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama 

untuk  memperoleh pendidikan yang bermutu”. 

c. Pasal 11 ayat (1): “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib 

memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin 

terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga 

negara tanpa diskriminasi”. 

d. Pasal 12 ayat (1) huruf d: “Setiap peserta didik pada setiap satuan 

pendidikan berhak: d. Mendapatkan biaya pendidikanbagi mereka 

yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”. 

e. Pasal 34 ayat (2): “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin 

terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan 

dasar tanpa memungut biaya”. 

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Peraturan dan jaminan akan pendidikan terdapat dalam Pasal: 

a. Pasal 12: “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi 

pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, 

mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar 

menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, 

berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi 

manusia”. 

b. Pasal 60 Ayat (1): “Setiap anak berhak untuk memperoleh 

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”. 

 

Pasal di atas menunjukkan bahwa jaminan dan perlindungan hak atas 

pendidikan warga negara semakin kuat dan jelas karena sudah 

diamanatkan dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia dan 



28 

 

 

juga undang-undang pelaksana lainnya. Negara memiliki tanggung jawab 

dan kewajiban untuk melaksanakan amanat konstitusi dengan baik agar 

hak warga negara dapat terpenuhi secara baik dan utuh. Berdasarkan 

ketentuan di atas setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan 

dalam mengakses pendidikan dengan bentuk: 

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan  

2. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar 

3. Pemerintah meringankan biaya personal bagi masyarakat tidak 

mampu. 

 

5. Tinjauan Tentang Kartu Indonesia Pintar 

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu program bantuan dari 

pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang dilaksanakan dalam rangka 

penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Salah satu cara untuk 

menanggulangi kemiskinan tersebut dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu. Pemerintah 

membuat Progam Indonesia Pintar sebagaimana tertuang dalam Instruksi 

Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan 

Progam Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan 

Program Indonesia Sehat untuk membangun Keluarga Produktif untuk 

menyiapkan Kartu Indonesia Pintar dan menyalurkan dana Program 

Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa yang orangtuanya tidak mampu 

membiayai pendidikannya. 

 

Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun 

diarahkan untuk memenuhi hak seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali 

dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal 

ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional khususnya di bidang 

pendidikan secara jelas tertuang dalam Nawa Cita kelima yaitu 

meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan 

kualitas pendidikan dan pelatihan dengan Program Indonesia Pintar. Hal 



29 

 

 

tersebut juga tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia 

dan masyarakat Indonesia dengan membangun pendidikan melalui 

pelaksanaan Program Indonesia Pintar. 

 

a) Pengertian Program Indonesia Pintar 

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu program prioritas 

sebagai perwujudan komitmen pemerintah di bidang pendidikan dalam 

memberikan layanan pendidikan tanpa diskriminasi dan pendidikan 

untuk semua. Hal ini sejalan dengan sembilan agenda prioritas (Nawa 

Cita) pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, 

dan melakukan revolusi karakter bangsa.  

 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 1, “Program Indonesia Pintar 

yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan pendidikan berupa uang 

tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang 

tuanya tidak dan atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai 

kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin 

(BSM). Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia 

pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kartu Indonesia Pintar, 

yang selanjutnya disebut KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak 

dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu 

Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/identitas untuk mendapatkan 

manfaat PIP. 

 

b) Tujuan Program Indonesia Pintar 

Program Indonesia Pintar adalah salah satu program perlindungan sosial 

nasional. Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Pintar 

melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun pada RPJMN 2015-2019 

adalah sebagai berikut:  

1) Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. 



30 

 

 

2) Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan 

menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan. 

3) Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok 

masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, 

antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah 

perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah. 

4) Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk 

memasukipasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. 

 

Kemudian hal tersebut kembali diperjelas didalam Petunjuk Pelaksanaan 

Program Indonesia Pintar Tahun 2017 selanjutnya disebut Juklak PIP 

Tahun 2017 yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan ketentuan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Program Indonesia Pintar. Adapun tujuan Program Indonesia 

Pintar adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk 

mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan 

menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah 

Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun;  

2) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) 

atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; 

3) Menarik anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan/atau peserta 

didik putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali 

mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar 

(SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus 

dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya. 

4) Meringankan biaya personal pendidikan. 

 

c) Sasaran Penerima Program Indonesia Pintar 

Sasaran penerima PIP adalah Peserta Didik berusia 6 sampai dengan 21 

tahun yang merupakan Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin 

dan/atau dengan pertimbangan khusus (prioritas) seperti:  

a) Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); 
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b) Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera 

(KKS);  

c) Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti 

sosial/panti asuhan;  

d) Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;  

e) Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang tua 

PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, 

memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah; 

f) Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal 

lainnya;  

g) Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: 

Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan 

Pelayaran/Kemaritiman. 

 

Peserta didik yang berasal dari prioritas sasaran penerima PIP, dapat 

diusulkan dengan syarat sebagai berikut: 

a) Peserta didik pendidikan formal:  

1) Terdaftar sebagai peserta didik sekolah  

2) Terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sekolah  

b) Peserta didik lembaga pendidikan nonformal  

1) Terdaftar sebagai peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 

atau Pusat Kegiatan  Belajar Masyarakat (PKBM) atau Lembaga 

Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal 

lainnya  

2) Terdaftar dalam Dapodik satuan pendidikan nonformal 

Sasaran Penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Tahun 

Anggaran (TA) 2019 untuk dua kementerian sekitar 20,1 juta anak. 

Kemendikbud mengelola sebanyak 17.927.308 anak. Kemenag 

(Direktorat Jenderal Pendidikan Islam) mengelola sebanyak 2.203.285 

anak, yang terdiri dari 2.005.902 peserta didik di madrasah dan 188.832 

peserta didik di satuan pendidikan keagamaan Islam. 
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d) Besaran Manfaat Program Indonesia Pintar 

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017 

besaran manfaat yang diterima oleh peserta didik yang menjadi sasaran 

program Indonesia Pintar dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan 

akan diberikan dana bantuan pendidikan dengan rincian sebagai berik 

 

Tabel 2.1 Besaran Dana Yang Diterima Oleh Siswa  

 

Jenjang Pendidikan 

Jumlah Besaran Dana 

I Semester II Semester 

Sekolah Dasar (SD) 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Program 4 Tahun  

Lembaga Kursus Dan Pelatihan 

Rp. 225.000 

Rp. 375.000 

Rp. 500.000 

Rp. 500.000 

Rp. 500.000 

Rp. 500.000 

Rp. 450.000 

Rp. 750.000 

Rp.1.000.000 

Rp.1.000.000 

Rp.1.000.000 

Rp.1.000.000 

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017 

 
Lembaga kursus dan pelatihan dengan kriteria Anak usia sekolah (16 

sampai dengan 21 tahun) pemegang KIP yang tidak bersekolah dan 

sudah mendaftar dan aktif mengikuti pembelajaran di SKB/PKBM/LKP 

atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang terdaftar dibawah binaan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat, diberikan dana sebesar Rp1.000.000,00 selama mengikuti 

kursus terstandar dalam satu periode kursus dalam satu tahun tanpa 

mempertimbangkan lama waktu kursus. 

 
e) Penggunaan Manfaat Program Indonesia Pintar 

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 

2017, Program PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta 

didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang 

pendidikan menengah dan agar terlaksanyaprogram wajib belajar 12 

tahun. Dana bantuan diberikan langsung kepada peserta didik di 

sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnyayang 
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terdaftar dibawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini 

dan Pendidikan Masyarakat, untuk pemanfaatan sebagai berikut: 

a. Membeli buku dan alat tulis;  

b. Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah 

(sepatu, tas, dll);  

c. Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah;  

d. Uang saku peserta didik;  

e. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal; 

f. Biaya praktik tambahan/penambahan biaya Uji Kompetensi/UJK (jika 

beasiswa UJK tidak mencukupi), biaya magang/penempatan kerja ke 

Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik 

pendidikan nonformal. 

 

Penerima PIP tidak diperkenankan menggunakan dana PIP untuk tujuan 

yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan, setelah menerima 

dana PIP peserta didik mempunyai kewajiban-kewajiban menggunakan 

dana PIP sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana dan terus bersekolah 

dengan rajin dan tekun, disiplin melaksanakan tugas-tugas sekolah dan 

berkepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan tercela. 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Rahma Dini (2019) yang berjudul 

“Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Non Tunai (BPNT) Di 

Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar 

Lampung”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan program 

bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan 

Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaannya sudah 

berjalan efektif dan hanya perlu ditingkatkan dalam sosialisasinya agar 

program dapat berjalan lebih efektif secara keseluruhan. Penelitian ini 

membahas tentang pelaksanaan kebijakan sosial yang juga bagian dari 

kebijakan distributif berupa program pelayanan sosial dalam pengentasan 

kemiskinan di Indonesia.  
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Anugrah (Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung 2018) yang berjudul “Implementasi Program 

Indonesia Pintar Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus di SDN 1 Pelita 

Tanjung Karang Pusat Kec. Enggal)”. Hasil dari penelitian ini yang 

dilakukan di SDN 1 Pelita dalam pengimplementasiannya sudah baik hanya 

saja masih kurangnya kesadaran orang tua terhadap pemanfaatan dana 

tersebut masih rendah.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Triana Desita Sari (2017) yang berjudul 

“Sikap Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di 

Kampung Lebak  Manis Kelurahan Sukajawa Baru Kota Bandar Lampung”. 

Hasil dari penelitian ini adalah sikap masyarakat terhadap pemanfaatan KIP 

dapat dikatakan mendukung karena sesuai dengan prosedur.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Septiani Astuti (2016) yang berjudul 

“Impelementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan 

Pendidikan Tahun Ajaran 2015/2016 Di Smp N 1 Semin”. Hasil dari 

penelitian ini adalah implementasinya sudah baik karena dengan 

kepemilikan KIP ini sangat mendukung pemerataan pendidikan di SMP N 1 

Semin.  

5. Penelitian yang dilakukan oleh Eno Rohaeni dan Oyon Saryono (2018) yang 

berjudul “Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui 

Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan”. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kartu Indonesia Pintar (KIP) 

diberikan kepada siswa yang tepat dan sesuai dengan kriteria penerima dana 

manfaat. SMP Negeri 1 Manonjaya maupun SMP Negeri 2 Cineam telah 

mendukung kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan baik agar 

siswa dari kalangan keluarga kurang mampu dapat terus bersekolah karena 

pelaksanaan pendidikan yang merata berarti melaksanakan program 

pendidikan yang menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh 

warga negara untuk memperoleh pendidikan. 

 

C. Kerangka Pikir 

Program Indonesia Pintar adalah salah satu program bantuan dari pemerintahan 

Jokowi-Jusuf Kalla yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan 
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kemiskinan dengan cara meningkatkan pendidikan bagi masyarakat tidak 

mampu. Program Indonesia Pintar diluncurkan oleh pemerintah dibawah 

naungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim 

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 

 

Progam Indonesia Pintar ini diwuj udkan dengan pemberian Kartu Indonesia 

Pintar kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga tidak mampu atau 

keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera 

(KKS) sebagai penanda/identitas untuk mendapatkan manfaat PIP. Mereka 

yang memperoleh KIP berasal dari tingkat SD sampai SMA sederajat dan 

Lembaga kursus atau pelatihan. 

 

Tujuan dari program tersebut adalah menjamin pendidikan bagi siswa miskin 

agarmemperoleh pendidikan dasar, layanan pendidikan, mencegah anak putus 

sekolah serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka sebagaimana amanat 

Undang-Undang. KIP merupakan bantuan pendidikan berupa uang tunai dari 

pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dengan besaran dana yang 

berbeda pada jenjang SD sebesar Rp. 225.000, jenjang SMP sebesar Rp. 

375.000, dan jenjang SMA sebesar Rp. 500.000 persemeser yang 

pemanfaatannya untuk membantu meringankan membeli kebutuhan dan 

keperluan anak sekolah dengan penggunaan seperti buku sekolah, alat tulis, 

seragam sekolah, biaya transportasi, iuran bulanan, dan les (bimbingan 

belajar). 

 

Kebijakan ini akan berjalan baik apabila masyarakat penerima KIP 

menggunakan dana bantuan tersebut dengan efektif dan efisien supaya bantuan 

KIP bermanfaat selama satu semester. Berdasarkan hal itu maka Efektivitas 

Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Memperkuat Jaminan 

Pendidikan bagi Masyarakat Desa Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo  

Kabupaten Pringsewu dapat dilihat dalam bagan kerangka pikir sebagai 

berikut: 
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Gambar 1. Kerangka Pikir. 

 

 

 

 

 

Penggunaan KIP 

Indikator: 

1. Pemahaman program 

2. Tepat sasaran  

3. Tepat waktu 

4. Tercapainya tujuan 

5. Perubahan nyata 

Jaminan Pendidikan 

Indikator:  

1. Mendapatkan 

Pendidikan 12 Tahun 

2. Pemerataan 

Pendidikan  

3. Meringankan biaya 

personal 
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III. METODE PENELITIAN 

  

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian supaya suatu 

permasalahan dalam penelitian yang dicari pemecahan masalahnya dapat 

mendapatkan data permasalahan dalam penelitian yang tepat. Metode yang 

diperlukan dalam suatu penelitian ialah metode yang sesuai dengan masalah 

yang akan diteliti, sehingga memperoleh hasil yang diharapkan.  

 

Menurut Arikunto (2010: 203) “Metode penelitian adalah cara yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya”. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui 

Efektivitas Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Memperkuat 

Jaminan Pendidikan bagi Masyarakat Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. 

 

Arikunto (2010: 129) menyatakan “Metode deskriptif merupakan penyelidikan 

yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada misalnya situasi yang 

dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan, sikap yang nampak tentang 

suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang nampak, 

pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya”. Setyosari (2012:37) 

menjelaskan “Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan melalui 

pengumpulan data angka (numercial data) berdasarkan tindakan atau perilaku 

yang dapat diamati dari sampel-sampel dan kemudian mengolah data tersebut 

dengan analisis bentuk angka”. 

 

B. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Salah satu langkah dalam penelitian ini adalah menentukan populasi dan 

sampel. Populasi dalam penelitian ini ialah para penerima bantuan Kartu 
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Indonesia Pintar di Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Menurut 

Arikunto (2010: 173) “Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. 

Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah 

penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi”. Penelitian 

populasi dilakukan apabila peneliti ingin melihat semua lika-liku yang ada 

dalam populasi. Penelitian populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi 

terhingga dan subjeknya tidak terlalu banyak.  

 

Populasi dalam penelitian ini ialah keluarga yang menerima manfaat atau 

peserta Program Indonesia Pintar di Desa Gadingrejo sebanyak 185 siswa 

yang tersebar kedalam 5 Dusun di Desa Gadingrejo seperti pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 3.1 Jumlah Populasi Penerima Bantuan Program Indonesia 

Pintar (PIP)  

No Dusun Jumlah (Orang) Jumlah (KK) 

1 

2 

3 

4 

5 

Dusun 4 

Dusun 5  

Dusun 6  

Dusun 7 

Dusun 8  

12 

67 

25 

55 

26 

9 

40 

19 

41 

25 

Jumlah  185 134 

Sumber: data sekunder Desa Gadingrejo tahun 2019. 

 

2. Sampel 

Sampel ialah bagian yang ditarik dari suatu populasi yang akan diteliti. 

Menurut Arikunto (2010: 174) “Sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti. Jika kita hanya meneliti sebagian dari populasi, maka 

penelitian tersebut disebut penelitian sampel”. Dinamakan penelitian sampel 

apabila kita bermaksud untuk mengeneralisasikan hasil penelitian sampel, 

yang dimaksud dengan mengeneralisasi adalah mengangkat kesimpulan 

penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. 
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Menurut Suharsimi Arikunto (2010:120), “Apabila subjek kurang dari100 

lebih baik di ambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih dari 100 dapat diambil 

antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”. 

 

Berdasarkan pendapat di atas maka karena jumlah populasi lebih dari 100 

maka dalam penelitian ini sampel yang akan diambil adalah 20% dari 

jumlah populasi. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

Teknik sample Random, Suharsimi Arikunto ( 2010: 175) yaitu “Di dalam 

pengambilan sampelnya peneliti mencampur subjek-subjek dalam populasi 

sehingga semua subjek dianggap sama. Maka peneliti memberi hak yang 

sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi 

sampel”. Teknik random sampling dalam penelitian ini dengan cara undian 

dan diambil secara proporsional dimana sampel dialokasikan dari penerima 

manfaat Program Indonesia Pintar yang tersebar di 5 Dusun wilayah Desa 

Gadingrejo. 

 

Berdasarkan jumlah populasi sebesar 185 siswa penerima manfaat Program 

Indonesia Pintar di Desa Gadingrejo maka sampel dalam penelitian ini 

adalah:𝑛 =
20

100
× 185 = 37 penerima manfaat Program Indonesia Pintar 

(PIP) di Desa Gadingrejo yang tersebar kedalam 5 Dusun seperti pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 3.2 Jumlah Sampel Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar 

(PIP) Di Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu 

No Lokasi Dusun Penerima KIP 

1 

2 

3 

4 

5 

Dusun 4 

Dusun5 

Dusun 6 

Dusun 7 

Dusun 8 

3 siswa 

12 siswa 

5 siswa 

11 siswa 

6 siswa 

 Jumlah  37 siswa 

Sumber: data sekunder Desa Gadingrejo tahun 2019. 
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Jumlah sampel pada penelitian ini berjumlah 37 responden keluarga 

penerima manfaat bantuan Program Indonesia Pintar di Desa Gadingrejo 

yang diambil secara proporsional dengan cara undian dan dialokasikan dari 

5 wilayah dusun di Desa Gadingrejo. 

 

C. Variabel Penelitian 

Menurut Sutrisno Hadi dalam Arikunto (2010: 159) “Variabel adalah objek 

penelitian yang bervariasi. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang 

menjadi titik perhatian penelitian”. Berdasarkan definisi tersebut maka variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel yang mempengaruhi atau disebut juga sebagai variabel bebas (X) 

adalah efektivitas penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP). 

2. Variabel yang dipengaruhi atau disebut juga sebagai variabel terikat (Y) 

adalah jaminan pendidikan 

 

D. Definisi Konseptual Dan Operasional  

1. Definisi Konseptual 

Definisi Konseptual variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Efektivitas penggunaan Kartu Indonesia Pintar adalah penggunaan dana 

Kartu Indonesia Pintar dimana peserta didik mempunyai kewajiban-

kewajiban menggunakan dana bantuan sesuai dengan ketentuan 

pemanfaatan dana dan terus bersekolah dengan rajin dan tekun, disiplin 

melaksanakan tugas-tugas sekolah dan berkepribadian terpuji dan tidak 

melakukan perbuatan tercela. Penerima tidak diperkenankan 

menggunakan dana Kartu Indonesia Pintar untuk tujuan yang tidak 

berhubungan dengan kegiatan pendidikan. Penerima KIP diharapkan 

menggunakan dana bantuan tersebut dengan efektif dan efisien supaya 

bantuan KIP bermanfaat selama satu semester. 

b. Jaminan pendidikan adalah jaminan pendidikan dari pemerintah yang 

berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam 

memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan pembangunan dan 

kualitas hidup bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pemerintah wajib 

bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

memajukan kesejahteraan umum. 

 

2. DefinisiOperasional 

1) Efektivitas pengunaan KIP adalah penggunaan bantuan dana KIP dengan 

indikator: 

a. Pemahaman program 

b. Tepat sasaran 

c. Tepat waktu 

d. Tercapainya tujuan  

e. Perubahan nyata 

2) Jaminan pendidikan adalah jaminan yang diberikan oleh pemerintah 

kepada anak usia sekolah agar dapat mengenyam pendidikan tanpa 

khawatir akan biaya langsung ataupun tidak langsung.  

Indikator: 

a. Mendapatkan pendidikan 12 tahun 

b. Pemerataan pendidikan  

c. Meringankan biaya personal 

 

E. Rencana Pengukuran Variabel 

Rencana pengukuran variabel efektivitas penggunaan Kartu Indonesia Pintar 

(KIP) dalam memperkuat jaminan pendidikan dalam pengukuran ini dilakukan 

dengan menggunakan alat ukur berupa angket yang berisikan besaran tingkatan 

efektivitas penggunaan KIP yaitu:  

1. Efektif  

2. Cukup efektif  

3. Kurang efektif 

Pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas penggunaan KIP 

dalam memperkuat jaminan pendidikan di Desa Gadingrejo menggunakan 

indikator-indikator ukuran efektivitas menurut Kats dan Khan yaitu efisiensi 

dan efektivitas politis berdasarkan penggunaan KIP oleh penerima di Desa 

Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.  
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Angket yang digunakan adalah angket langsung tertutup, angket akan 

berbentuk pertanyaan dan pilihan dengan akan diberikan tiga pilihan  

sehingga responden tinggal memilih jawaban yang tersedia sesuai dengan 

pendapat masing-masing. Kemudian di dukung dengan wawancara tertutup 

dengan beberapa penerima KIP di Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Menurut Arikunto (2010: 161) “Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik 

yang berupa fakta maupun angka”. Sehingga teknik pengumpulan data adalah 

cara yang digunakan untuk memperoleh pencatatan dalam segala informasi 

berupa fakta dan angka sehingga dapat menunjang keberhasilan dalam 

penelitian. Teknik pengumpulan data dapat dipergunakan untuk memperoleh 

data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan di 

dalam penelitian ini yaitu teknik pokok dan teknik penunjang. 

 

1. Teknik Pokok  

a) Angket  

Penelitian ini menggunakan teknik angket sebagai teknik pokok untuk 

mengumpulkan data berupa pertanyaan tertulis yang diajukan kepada 

responden mengenai Efektivitas penggunaan Kartu Indonesia Pintar 

(KIP) dalam memperkuat jaminan pendidikan bagi masyarakat Desa 

Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Menurut Arikunto (2010: 194) 

“Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang hal-hal 

yang ia ketahui”. 

 

Peneliti menggunakan angket tertutup dan angket skala likert dengan 

kriteria efektif, cukup efektif, kurang efektif. Setiap item soal memiliki 3 

alternatif jawaban yang terdiri dari 3 opsi yaitu a, b, dan c. Pemberian 

nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Memilik akternatif A diberi skor 3 

2. Memilik akternatif B diberi skor 2 

3. Memilik akternatif C diberi skor 1 
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(Arikunto, 2010:285) 

 

2. Teknik Penunjang 

a) Wawancara  

Teknik wawancara diambil untuk mendapatkan informasi penunjang data 

penelitian. Wawancara dilakukan dengan penerima manfaat Kartu 

Indonesia Pintar dan responden lainnya yang telah ditentukan agar dapat 

mendapatkan informasi untuk melengkapi data yang diperoleh melalui 

angket. 

b) Dokumentasi 

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data-data penunjang dari objek 

penelitian. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi pengambilan data 

diperoleh dari dokumen-dokumen dan informasi-informasi. Adapun data 

tertulis yang diperoleh melalui teknik dokumentasi yang digunakan untuk 

mendukung keterangan dan fakta-fakta yang berhubungan dengan objek 

penelitian. 

 

G. Uji Kelayakan Instrumen  

1. Uji Validitas 

Penelitian yang menggunakan pengujian validitas memiliki kedudukan yang 

penting dalam sebuah penelitian. Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila mengungkap data dari variabel 

yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2010:144). Untuk mengetahui tingkat 

validitas soal angket, peneliti melakukan dengan cara kontrol langsung 

terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator.  

 

Mengukur validitas angket tidak dilakukan uji coba sehingga dalam 

penelitian ini validitas yang digunakan adalah logical validity, yaitu peneliti 

melakukan kontrol langsung terhadap indikator-indikator yang ada dengan 

cara mengkonsultasikan langsung kepada dosen pembimbing I dan dosen 

pembimbing II, setelah dinyatakan valid maka angket tersebut dapat 

digunakan sebagai alat pengukur data dalam penelitian. 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang 

reliable akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga (Arikunto, 2010: 

221).  

 

Maka langkah-langkah uji reliabilitas yang dilakukan adalah:  

a. Menguji coba angket kepada 10 orang diluar responden untuk uji angket.  

b. Untuk menguji reliabilitas angket digunakan teknik belah dua atau genap 

ganjil 

c. Hasil item genap dan ganjl dikorelasikan dengan rumus product moment 

yaitu : 

𝒓𝑥𝑦 =  
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
= 

Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦 = Koefisien korelasi antara gejala x dan y 

X    = Variabel bebas 

Y    = Variabel Terikat 

N    = Jumlah responden 

 

Untuk mengetahui koefisien realiabilitas seluruh item angket digunakan 

rumus Spearman-Brown menurut Arikunto (2010: 223), yaitu : 

𝒓11 =
2𝑥𝒓1/21/1

(1 + 𝒓1/21/1)
 

Keterangan : 

 

𝒓11       : Reliabilitas instrument 

𝒓1/21/1 : 𝒓𝑥𝑦 yang disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua 

belahan instrument 

 

Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat realibilitas. Dari 

hasil pengolahan data tersebut, kemudian peneliti mengkorelasikan 
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dengan tingkat reliabilitas yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto 

dengan kriteria sebagai berikut:  

 

Tabel 3.3 Interpretasi Nilai r 

Besarnya nilai r Interpretasi 

Antara 0,800 sampai dengan 1,00 

Antara 0,600 sampai dengan 0,800 

Antara 0,400 sampai dengan 0,600 

Antara 0,200 sampai dengan 0,400 

Antara 0,000 sampai dengan 0,200 

Tinggi 

Cukup 

Agak rendah 

Rendah 

Sangat rendah 

Sumber: (Arikunto, 2010: 319) 

 

H. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data dalam penelitian ini yang di mana menggunakan 

pendekatan kuantitatif maka diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

1. Teknik Analisis Presentase 

Teknik analisis persentase ini digunakan untuk mengetahui data 

hasilangket tentang Efektivitas Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) 

dalam Memperkuat Jaminan Pendidikan bagi Masyarakat Desa Gadingrejo 

Kabupaten Pringsewu, namun sebelumnya untuk mengelola dan 

menganalisis data, menggunakan rumus: 

I = 
𝑁𝑇−𝑁𝑅

𝐾
 

Keterangan : 

I     : interval 

NT : nilai tertinggi 

NR : nilai terendah 

K    : kategori 

 

Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus sebagai 

berikut : 
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P = 
𝐹

𝑁
 × 100% 

Keterangan : 

P : besarnya persentase 

F : jumlah alternatif seluruh item 

N : jumlah perkalian antar item dan responden 

 

Menurut Suharsimi Arikunto dalam Nursely dan Saefudin (2018: 196) 

untuk menafsirkan banyaknya persentase yang diperoleh digunakan 

kriteria sebagai berikut : 

76 % - 100 % = Baik 

56 % - 75 %   = Cukup 

40 % - 55 %   = Kurang baik 

0 % - 39%      = Tidak Baik  
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 

peneliti mengenai Efektivitas Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam 

Memperkuat Jaminan Pendidikan bagi Masyarakat Desa Gadingrejo 

Kabupaten Pringsewu dengan melihat hasil persentase pengukuran maka dapat 

disimpulkan bahwa masuk kedalam kategori efektif. Hal tersebut dikarenakan 

rata-rata persentase responden menggunakan Kartu indonesia Pintar (KIP) 

untuk pendidikan sebanyak 21 responden (56%) hal tersebut sesuai dengan 

amanat undang-undang yatu memberkan jaminan pendidikan. Sedangkan 

terdapat 8 responden (22%) termasuk kategori cukupefektif artinya masih ada 

beberapa masyarakat yang belum merasakan jaminan pendidikan nyata dan 

maksimal dari adanya Kartu Indonesia Pintar. Serta 8 responden (22%) 

termasuk dalam kategori kurangefektif yang berarti program Kartu Indonesia 

Pintar (KIP) masih belum berdampak baik secara penuh bagi sebagian 

responden. 

 

Berdasarkan hasil presentase tersebut dimana Penggunaan Kartu Indonesia 

Pintar (KIP) dalam Memperkuat Jaminan Pendidikan termasuk dalam kategori 

efektif yang berarti responden penerima Kartu Indonesia Pintar sudah efektif 

dalam menggunakannya yaitu untuk memperkuat jaminan pendidikan dan 

diharapkan dengan itu dapat memperbaiki pendidikan di Desa Gadingrejo 

Kabupaten Pringsewu dan mengurangi angka putus sekolah. 
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B. Saran  

Setelah peneliti melaksanakan penelitian, menganalisis data, membahas dan 

mengambil kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Efektivitas Penggunaan 

Kartu Indonesia Pintar Dalam Memperkuat Jaminan Pendidikan 

BagiMasyarakat Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu maka peneiti 

mengajukan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah agar lebih ditingkatkan pembaharuan data terpadu 

program penanganan fakir miskin atau data daftar peneriman manfaat 

Kartu Indonesia Pintar sehingga peserta program atau penerima manfaat 

ialah  penduduk yang benar-benar sesuai dengan sasaran dari program ini. 

2. Bagi Desa Gadingrejo dan para petugas yang berkaitan dengan program 

bantuan Kartu Indonesia Pintar agar dapat meningkatkan pelayanan dan 

penginformasian program yang lebih maksimal agar program yang sudah 

berjalan cukup efektif dapat meningkat efektivitasnya. 

3. Bagi para penerima manfaat program Kartu Indonesia Pintar untuk lebih 

memahami mekanisme manfaat dan tujuan serta mekanisme pelaksanaan 

dan pengaduan program Kartu Indonesia Pintar lebih baik lagi serta 

bersikap kritis dalam mendukung program pemerintah.
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